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Abstract: This study examines legal protection for hospitals involved in kidney transplantation 

practices related to the risk of organ trading, focusing on Health Law No. 17 of 2023. This law 

provides a strong legal basis for dealing with illegal organ transplant practices, including 

efforts to prevent detrimental organ trading. Through literature analysis, this study found that 

although regulations already exist, there are still challenges in implementation and supervision 

in the field. Hospitals need to make preventive efforts, such as the formation of internal policies 

and training to avoid involvement in these illegal transactions. This study aims to explore the 

role of Health Law No. 17 of 2023 in providing legal protection and steps that can be taken by 

hospitals to minimize the legal risks that arise. In conclusion, strict implementation of 

regulations and high legal awareness at the hospital level are essential in maintaining the 

integrity of kidney transplantation practices in Indonesia. 
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Abstrak: Penelitian ini mengkaji perlindungan hukum bagi rumah sakit yang terlibat dalam 

praktik transplantasi ginjal terkait dengan risiko jual beli organ, dengan fokus pada Undang-

Undang Kesehatan No. 17 Tahun 2023. Undang-Undang ini memberikan landasan hukum 

yang kuat dalam menangani praktik ilegal transplantasi organ, termasuk upaya pencegahan 

terhadap jual beli organ yang merugikan. Melalui analisis literatur, penelitian ini menemukan 

bahwa meskipun peraturan sudah ada, masih terdapat tantangan dalam implementasi dan 

pengawasan di lapangan. Rumah sakit perlu melakukan upaya preventif, seperti pembentukan 

kebijakan internal dan pelatihan untuk menghindari keterlibatan dalam transaksi ilegal 

tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk menggali peran Undang-Undang Kesehatan No. 17 

Tahun 2023 dalam memberikan perlindungan hukum serta langkah-langkah yang dapat 

diambil oleh rumah sakit untuk meminimalkan risiko hukum yang timbul. Kesimpulannya, 

implementasi regulasi yang ketat dan kesadaran hukum yang tinggi di tingkat rumah sakit 

sangat diperlukan dalam menjaga integritas praktik transplantasi ginjal di Indonesia. 
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PENDAHULUAN 

  Transplantasi ginjal merupakan prosedur medis yang sangat vital bagi pasien dengan 

gagal ginjal tahap akhir. Gagal ginjal adalah kondisi di mana ginjal kehilangan fungsi 

normalnya dalam menyaring limbah dan cairan tubuh. Tanpa pengobatan yang memadai, 

kondisi ini dapat menyebabkan komplikasi serius bahkan kematian. Salah satu metode 

pengobatan untuk gagal ginjal adalah dengan melakukan transplantasi ginjal, yang 

memberikan peluang hidup yang lebih baik daripada terapi cuci darah yang berkelanjutan. 

Namun, meskipun transplantasi ginjal memberikan solusi medis yang efektif, prosedur ini tidak 

lepas dari sejumlah permasalahan, salah satunya adalah potensi risiko terkait jual beli organ 

yang ilegal. Praktik jual beli organ ilegal, seperti yang dijelaskan oleh Wulandari (2023), sering 

kali melibatkan individu yang terpaksa menjual organ mereka karena kondisi ekonomi yang 

sulit, yang memperburuk ketidaksetaraan akses terhadap perawatan medis yang sah 

(Wulandari, 2023). 

  Praktik jual beli organ ginjal ilegal merupakan isu serius yang dapat merusak integritas 

sistem kesehatan dan melanggar hak asasi manusia. Organ ginjal yang diperoleh melalui 

transaksi ilegal biasanya berasal dari individu yang terpaksa menjual organ mereka akibat 

kondisi ekonomi yang sulit atau tekanan lainnya, sehingga tidak mempertimbangkan risiko 

kesehatan yang mungkin ditimbulkan akibat operasi. Di sisi lain, praktik ini juga merugikan 

penerima ginjal, karena organ yang diperoleh melalui cara ilegal sering kali tidak memenuhi 

standar medis yang aman. Rachmawati dan Nugroho (2022) menyoroti bahwa transaksi ilegal 

semacam itu tidak hanya melanggar hukum, tetapi juga berpotensi menambah beban sistem 

perawatan kesehatan dan membahayakan kehidupan pasien yang terlibat (Rachmawati & 

Nugroho, 2022). 

  Sebagai respons terhadap permasalahan tersebut, Undang-Undang Kesehatan No. 17 

Tahun 2023 hadir untuk memberikan landasan hukum yang kuat bagi seluruh aspek terkait 

transplantasi organ di Indonesia. Undang-undang ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap 

tindakan medis yang melibatkan transplantasi ginjal dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip 

etika dan hukum yang berlaku. Bastami (2021) mengungkapkan bahwa undang-undang ini 

sangat penting dalam memberikan regulasi yang lebih ketat terhadap proses pengadaan organ 

ginjal, untuk mencegah potensi jual beli organ ilegal yang merusak sistem kesehatan (Bastami, 

2021). 

  Undang-Undang Kesehatan No. 17 Tahun 2023 juga memberikan panduan yang jelas 

tentang bagaimana transplantasi ginjal harus dilakukan secara sah dan etis. Undang-undang ini 

menetapkan ketentuan yang mengatur siapa saja yang dapat menjadi pendonor, bagaimana 

proses pemeriksaan kesehatan pendonor dan penerima dilakukan, serta prosedur yang harus 

diikuti oleh rumah sakit dalam melaksanakan transplantasi ginjal. Sebagai tambahan, undang-

undang ini juga mengatur tentang pengawasan yang dilakukan oleh otoritas terkait untuk 

memastikan bahwa tidak ada penyelewengan dalam proses transplantasi. Wulandari (2023) 

menyebutkan bahwa peraturan tersebut berfungsi untuk menjamin kualitas dan keabsahan 

proses transplantasi, serta untuk melindungi masyarakat dari potensi penyalahgunaan 

(Wulandari, 2023). 

  Namun, meskipun telah ada regulasi yang mengatur transplantasi ginjal, tantangan 

masih ada dalam implementasi undang-undang tersebut. Salah satu tantangan terbesar adalah 

bagaimana memastikan bahwa rumah sakit dan tenaga medis benar-benar mematuhi ketentuan 

yang ada, terutama dalam hal pencegahan praktik jual beli organ ilegal. Selain itu, rumah sakit 

juga harus memiliki mekanisme untuk memastikan bahwa mereka tidak terlibat dalam kegiatan 
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ilegal yang dapat merusak reputasi dan integritas mereka. Rachmawati dan Nugroho (2022) 

menekankan bahwa implementasi yang tepat dari undang-undang ini sangat penting untuk 

mencegah keterlibatan rumah sakit dalam transaksi organ ilegal dan untuk menjaga kualitas 

prosedur medis (Rachmawati & Nugroho, 2022). 

  Dalam konteks ini, perlindungan hukum yang diberikan oleh Undang-Undang 

Kesehatan No. 17 Tahun 2023 sangat penting untuk memastikan bahwa rumah sakit dapat 

menjalankan prosedur transplantasi ginjal dengan aman dan sesuai dengan ketentuan yang ada. 

Bastami (2021) menjelaskan bahwa dengan adanya regulasi ini, rumah sakit diharapkan dapat 

lebih mudah mengidentifikasi dan menghindari risiko hukum yang berhubungan dengan jual 

beli organ ilegal, serta menjamin bahwa semua prosedur medis dilakukan sesuai dengan standar 

hukum yang berlaku (Bastami, 2021). 

Berdasarkan latar belakang tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 

Bagaimana peran Undang-Undang Kesehatan No. 17 Tahun 2023 dalam memberikan 

perlindungan hukum terhadap rumah sakit yang terlibat dalam praktik transplantasi ginjal 

terkait dengan risiko jual beli organ? Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk menggali 

upaya yang dapat dilakukan oleh rumah sakit untuk meminimalkan risiko hukum terkait 

dengan praktik jual beli organ dalam transplantasi ginjal berdasarkan ketentuan yang diatur 

dalam Undang-Undang Kesehatan No. 17 Tahun 2023. 

  Tujuan Penelitian: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Undang-Undang 

Kesehatan No. 17 Tahun 2023 dalam memberikan perlindungan hukum terhadap rumah sakit 

yang terlibat dalam praktik transplantasi ginjal terkait dengan risiko jual beli organ. Selain itu, 

penelitian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi upaya yang dapat dilakukan oleh rumah 

sakit untuk meminimalkan risiko hukum terkait dengan praktik jual beli organ, dengan 

mempertimbangkan ketentuan-ketentuan yang ada dalam regulasi tersebut. 

  Kajian pustaka ini akan membahas berbagai literatur terkait dengan topik penelitian 

mengenai perlindungan hukum bagi rumah sakit terhadap risiko jual beli organ dalam 

transplantasi ginjal, dengan fokus pada Undang-Undang Kesehatan No. 17 Tahun 2023. 

Tinjauan ini mencakup teori-teori yang relevan, regulasi terkait transplantasi ginjal, praktik 

jual beli organ ilegal, serta perlindungan hukum bagi rumah sakit. 

Transplantasi Ginjal dan Regulasi Terkait 

  Transplantasi ginjal adalah prosedur medis yang digunakan untuk menyelamatkan 

nyawa pasien dengan gagal ginjal stadium akhir. Menurut Kurniawan dan Santosa (2020), 

meskipun prosedur transplantasi ginjal memberikan harapan hidup lebih baik, prosedur ini 

menimbulkan tantangan besar dalam pengelolaan organ, terutama terkait dengan keabsahan 

dan etika pendonorannya (Kurniawan & Santosa, 2020). Oleh karena itu, regulasi yang 

mengatur transplantasi ginjal harus memperhatikan aspek keadilan, transparansi, serta 

keamanan bagi semua pihak yang terlibat. 

Peraturan Undang-Undang Kesehatan No. 17 Tahun 2023 dalam Transplantasi Ginjal 

  Undang-Undang Kesehatan No. 17 Tahun 2023 memberikan landasan hukum bagi 

praktik transplantasi ginjal yang sah dan teratur. Sebagai regulasi baru, undang-undang ini 

mengatur berbagai aspek, mulai dari persyaratan pendonoran, prosedur medis, hingga 

perlindungan hukum terhadap rumah sakit yang terlibat dalam transplantasi ginjal. Menurut 

Pratama dan Wijaya (2023), tujuan utama dari undang-undang ini adalah untuk memperketat 

pengawasan terhadap transaksi organ yang dapat mencegah praktik ilegal, termasuk jual beli 

organ (Pratama & Wijaya, 2023). Dengan demikian, rumah sakit memiliki pedoman yang jelas 

mengenai bagaimana menangani transplantasi ginjal secara sah dan menghindari risiko hukum. 

Praktik Jual Beli Organ Ilegal dan Dampaknya pada Transplantasi Ginjal 

  Jual beli organ ilegal adalah salah satu masalah serius dalam transplantasi ginjal yang 

dapat membahayakan kesehatan penerima organ serta merusak moralitas dan etika medis. 

Diani (2021) mengungkapkan bahwa praktik jual beli organ ilegal sering terjadi karena 
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tingginya permintaan terhadap organ untuk transplantasi, sementara jumlah donor yang 

tersedia terbatas. Praktik ini tidak hanya merugikan pihak yang terlibat secara langsung, tetapi 

juga menimbulkan dampak jangka panjang bagi sistem kesehatan dan masyarakat secara umum 

(Diani, 2021). Oleh karena itu, penting untuk memperkuat regulasi yang dapat mencegah 

praktik jual beli organ dan melindungi pihak-pihak yang terlibat dalam transplantasi ginjal. 

Perlindungan Hukum bagi Rumah Sakit dalam Praktik Transplantasi Ginjal 

  Perlindungan hukum bagi rumah sakit yang terlibat dalam transplantasi ginjal sangat 

penting untuk menghindari keterlibatan dalam praktik ilegal seperti jual beli organ. Menurut 

Suryani (2022), rumah sakit harus memastikan bahwa prosedur transplantasi yang mereka 

lakukan mengikuti ketentuan yang ada dalam undang-undang dan tidak melanggar etika medis 

(Suryani, 2022). Hal ini bertujuan untuk melindungi rumah sakit dari risiko hukum yang dapat 

timbul jika terbukti terlibat dalam transaksi organ ilegal. Undang-Undang Kesehatan No. 17 

Tahun 2023 berfungsi sebagai pedoman yang memberikan perlindungan hukum terhadap 

rumah sakit dan profesional medis yang terlibat dalam transplantasi ginjal yang sah. 

Tantangan dalam Implementasi Undang-Undang Kesehatan No. 17 Tahun 2023 

  Meski Undang-Undang Kesehatan No. 17 Tahun 2023 memberikan landasan hukum 

yang jelas, penerapannya di lapangan menghadapi berbagai tantangan. Sebagai contoh, 

penelitian oleh Aditya dan Putra (2023) menyatakan bahwa meskipun regulasi yang ketat sudah 

diterapkan, masih banyak tantangan dalam pengawasan dan penegakan hukum terkait praktik 

jual beli organ di rumah sakit. Penegakan hukum yang lemah dan kurangnya sumber daya 

manusia dalam pengawasan dapat membuka celah bagi praktik ilegal untuk tetap terjadi, 

bahkan di rumah sakit yang sudah diatur oleh undang-undang (Aditya & Putra, 2023). 

Peran Pengawasan dalam Menjamin Keamanan Transplantasi Ginjal 

  Pengawasan yang ketat terhadap rumah sakit dan prosedur transplantasi ginjal sangat 

penting untuk memastikan bahwa tidak ada praktik ilegal yang terjadi. Menurut Suryani 

(2022), pengawasan terhadap rumah sakit harus dilakukan secara berkala untuk memastikan 

bahwa setiap prosedur transplantasi ginjal dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku 

(Suryani, 2022). Dalam hal ini, pengawasan dapat dilakukan oleh pihak berwenang seperti 

Kementerian Kesehatan dan lembaga-lembaga pengawasan lainnya yang berkompeten. 

Dengan adanya pengawasan yang ketat, diharapkan dapat mencegah terjadinya jual beli organ 

ilegal yang dapat merugikan masyarakat dan merusak citra rumah sakit. 

 

METODE 

  Penelitian ini menggunakan metode literature review untuk menggali informasi yang 

relevan mengenai perlindungan hukum bagi rumah sakit terkait dengan risiko jual beli organ 

dalam praktik transplantasi ginjal, serta untuk meninjau Undang-Undang Kesehatan No. 17 

Tahun 2023. Literatur review merupakan metode yang digunakan untuk mengkaji, 

menganalisis, dan menyimpulkan hasil penelitian terdahulu yang relevan guna memperoleh 

pemahaman yang lebih mendalam dan komprehensif tentang topik yang diteliti (Sugiyono, 

2023). Metode ini dipilih karena memungkinkan peneliti untuk menelaah berbagai sumber 

yang telah ada untuk mengidentifikasi berbagai aspek hukum yang perlu diperhatikan dalam 

transplantasi ginjal di rumah sakit. 

  Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif yang bertujuan untuk 

menjelaskan perlindungan hukum yang diberikan kepada rumah sakit dalam konteks 

transplantasi ginjal, khususnya terkait dengan risiko jual beli organ ilegal. Dalam proses 

pengumpulan data, peneliti mengandalkan berbagai sumber literatur yang relevan, antara lain 

jurnal ilmiah, buku teks terkait hukum kesehatan, peraturan perundang-undangan, dan 

dokumen resmi dari lembaga-lembaga terkait seperti Kementerian Kesehatan dan Badan 

Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Sumber-sumber ini dipilih berdasarkan kriteria 
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relevansi dan kualitas, dengan fokus pada topik hukum yang mengatur transplantasi ginjal dan 

perlindungan hukum yang diberikan kepada rumah sakit. 

Selanjutnya, peneliti akan melakukan penyaringan terhadap literatur yang ada untuk 

memastikan bahwa hanya sumber yang terpercaya dan relevan yang digunakan dalam 

penelitian ini. Setiap literatur yang dipilih akan dianalisis secara kritis dan dikategorikan 

berdasarkan tema-tema yang terkait dengan aspek hukum dan etika dalam praktik transplantasi 

ginjal. Data yang diperoleh kemudian akan dianalisis menggunakan teknik analisis deskriptif 

kualitatif, yang mencakup sintesis dan perbandingan antara berbagai temuan penelitian 

terdahulu. Tujuan dari analisis ini adalah untuk mendapatkan pemahaman yang lebih 

mendalam mengenai peran Undang-Undang Kesehatan No. 17 Tahun 2023 dalam memberikan 

perlindungan hukum terhadap rumah sakit yang terlibat dalam transplantasi ginjal, serta 

tantangan yang dihadapi rumah sakit dalam menghindari risiko jual beli organ ilegal. 

Hasil dari analisis ini akan disajikan dalam bentuk narasi deskriptif yang sistematis, 

menggambarkan berbagai temuan yang ditemukan dalam literatur dan mengaitkannya dengan 

topik penelitian. Melalui pendekatan ini, penelitian ini bertujuan untuk memberikan wawasan 

yang lebih luas dan mendalam tentang bagaimana rumah sakit dapat dilindungi dari praktik 

jual beli organ ilegal dalam transplantasi ginjal. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya 

berfungsi untuk menambah pemahaman mengenai regulasi yang ada, tetapi juga untuk 

memberikan rekomendasi bagi kebijakan dan praktik hukum di bidang transplantasi ginjal di 

Indonesia. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

  Berdasarkan rumusan masalah yang telah dijelaskan, penelitian ini bertujuan untuk 

menggali lebih dalam mengenai bagaimana Undang-Undang Kesehatan No. 17 Tahun 2023 

memberikan perlindungan hukum terhadap rumah sakit yang terlibat dalam praktik 

transplantasi ginjal, serta upaya yang dapat dilakukan oleh rumah sakit untuk meminimalkan 

risiko hukum yang mungkin timbul dari praktik jual beli organ ilegal dalam konteks 

transplantasi ginjal. 

Peran Undang-Undang Kesehatan No. 17 Tahun 2023 dalam Memberikan Perlindungan 

Hukum terhadap Rumah SakiT 

  Undang-Undang Kesehatan No. 17 Tahun 2023 memiliki peran yang sangat penting 

dalam memberikan perlindungan hukum kepada rumah sakit yang terlibat dalam transplantasi 

ginjal. Salah satu aspek penting yang diatur dalam undang-undang ini adalah prosedur yang 

jelas mengenai bagaimana transplantasi organ, khususnya ginjal, harus dilakukan, dengan 

memperhatikan aspek etik dan hukum. Pasal-pasal dalam undang-undang ini mengatur dengan 

tegas larangan terhadap praktik jual beli organ, yang merupakan salah satu risiko utama yang 

dihadapi rumah sakit yang terlibat dalam proses transplantasi ginjal. Secara spesifik, undang-

undang ini mengatur tentang syarat-syarat donor dan penerima ginjal, yang harus dilakukan 

dengan sukarela dan tanpa ada paksaan, serta prosedur medis yang sah (Wijaya, 2023). 

  Melalui ketentuan ini, rumah sakit yang melaksanakan transplantasi ginjal dilindungi 

oleh hukum, karena mereka diwajibkan untuk mematuhi standar operasional yang diatur dalam 

Undang-Undang Kesehatan No. 17 Tahun 2023. Perlindungan ini penting agar rumah sakit 

tidak terjebak dalam praktik ilegal, yang dapat merugikan reputasi dan kredibilitasnya. Selain 

itu, pengaturan mengenai donor dan penerima ginjal juga mencegah adanya transaksi organ 

yang melibatkan pihak ketiga yang tidak sah. Dengan begitu, rumah sakit yang beroperasi 

sesuai dengan ketentuan ini dapat memperoleh perlindungan hukum, dan mengurangi potensi 

terlibat dalam praktik jual beli organ (Sujatmiko, 2023). 

  Undang-Undang Kesehatan No. 17 Tahun 2023 merupakan landasan hukum yang 

penting dalam mengatur praktik transplantasi organ di Indonesia. Salah satu tujuan utama dari 

peraturan ini adalah untuk memberikan perlindungan hukum baik bagi pasien, rumah sakit, 
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maupun tenaga medis yang terlibat dalam proses transplantasi organ. Perlindungan ini terutama 

sangat penting mengingat risiko yang muncul akibat praktik ilegal seperti jual beli organ, yang 

dapat merugikan semua pihak yang terlibat, termasuk rumah sakit. Sebagai institusi yang 

memiliki tanggung jawab besar dalam melakukan prosedur medis yang kompleks, rumah sakit 

perlu memperoleh perlindungan hukum yang jelas agar tidak terjebak dalam tindakan ilegal 

yang dapat merugikan mereka secara hukum. 

  Dalam hal ini, Undang-Undang Kesehatan No. 17 Tahun 2023 memberikan batasan 

yang jelas terkait prosedur transplantasi organ, mengatur mekanisme persetujuan donor, serta 

menegaskan larangan keras terhadap perdagangan organ yang tidak sah. Melalui peraturan 

tersebut, diharapkan akan tercipta sebuah sistem yang dapat mencegah penyaluran organ 

melalui jalur ilegal, yang sering kali melibatkan jual beli organ. Selain itu, peraturan ini juga 

memberikan sanksi tegas terhadap mereka yang terlibat dalam praktik tersebut, memberikan 

disinsentif bagi individu atau pihak yang berniat melakukan transaksi ilegal. 

  Namun, meskipun ada peraturan yang sudah mengatur secara rinci, tantangan dalam 

implementasi hukum tetap ada. Rumah sakit sebagai institusi yang memfasilitasi transplantasi 

organ harus memiliki mekanisme yang tepat untuk mengidentifikasi dan menghindari potensi 

praktik jual beli organ. Misalnya, rumah sakit perlu memastikan bahwa setiap donor organ 

harus menjalani proses seleksi yang ketat dan transparan sesuai dengan ketentuan undang-

undang, untuk memastikan bahwa donor tersebut benar-benar dilakukan atas dasar sukarela 

dan tanpa adanya iming-iming materi. 

  Selain itu, rumah sakit juga harus dilindungi dari potensi klaim atau tuntutan hukum 

yang dapat muncul jika terlibat dalam praktik yang tidak sesuai dengan hukum, meskipun 

mereka sudah mengikuti prosedur yang sah. Oleh karena itu, perlindungan hukum yang 

diberikan oleh UU Kesehatan harus mencakup tidak hanya pelaku tindakan medis (dokter dan 

tenaga medis lainnya), tetapi juga manajemen rumah sakit, untuk memastikan bahwa mereka 

tidak terlibat dalam hal-hal yang melanggar hukum terkait transplantasi organ 

Upaya yang Dapat Dilakukan Rumah Sakit untuk Meminimalkan Risiko Hukum Terkait 

Praktik Jual Beli OrgaN 

  Selain memberikan perlindungan hukum, Undang-Undang Kesehatan No. 17 Tahun 

2023 juga membuka ruang bagi rumah sakit untuk melakukan langkah-langkah preventif guna 

meminimalkan risiko hukum terkait praktik jual beli organ ilegal dalam transplantasi ginjal. 

Salah satu langkah yang sangat penting adalah penerapan prosedur verifikasi yang ketat 

terhadap donor dan penerima organ. Rumah sakit perlu memastikan bahwa donor melakukan 

tindakan ini secara sukarela tanpa adanya unsur paksaan atau keuntungan materiil. Prosedur 

verifikasi yang ketat ini tidak hanya akan melindungi rumah sakit dari potensi terlibat dalam 

jual beli organ, tetapi juga akan menjaga integritas sistem transplantasi ginjal di Indonesia 

(Rahman, 2023). 

  Langkah preventif lainnya adalah sosialisasi kepada masyarakat mengenai bahaya dan 

risiko yang ditimbulkan oleh praktik jual beli organ ilegal. Rumah sakit perlu bekerja sama 

dengan pemerintah dan lembaga medis untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai 

prosedur transplantasi yang sah. Ini penting agar masyarakat tidak terjebak dalam jaringan yang 

melibatkan praktik ilegal. Rumah sakit juga harus meningkatkan kerjasama dengan aparat 

penegak hukum untuk memantau setiap aktivitas transplantasi ginjal yang dilakukan. Dengan 

demikian, rumah sakit dapat mengurangi risiko hukum yang timbul akibat keterlibatan dalam 

praktik jual beli organ ilegal (Putra, 2023). 

  Selain itu, rumah sakit perlu memiliki sistem pelaporan yang transparan dan dapat 

dipertanggungjawabkan. Setiap transaksi transplantasi ginjal harus didokumentasikan dengan 

jelas, mulai dari asal usul organ hingga proses medis yang dilakukan. Hal ini akan 

memudahkan pihak berwenang untuk mengawasi dan menilai apakah proses transplantasi 

tersebut sudah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Dalam hal ini, Undang-Undang 
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Kesehatan No. 17 Tahun 2023 memberikan rumah sakit kewajiban untuk melakukan 

dokumentasi yang baik dan benar, yang pada gilirannya akan memberikan perlindungan hukum 

bagi rumah sakit yang terlibat dalam proses transplantasi ginjal (Sujarwo, 2023). 

  Untuk meminimalkan risiko hukum terkait dengan praktik jual beli organ, rumah sakit 

harus memiliki sistem yang dapat mendeteksi dan mencegah terjadinya transaksi ilegal dalam 

proses transplantasi organ. Salah satu langkah preventif yang perlu diambil oleh rumah sakit 

adalah dengan menetapkan kebijakan yang ketat dalam hal seleksi donor dan penerima ginjal. 

Rumah sakit perlu memastikan bahwa proses donor dilakukan dengan transparansi penuh dan 

sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam Undang-Undang Kesehatan No. 17 Tahun 2023. 

Hal ini penting untuk memastikan bahwa tidak ada transaksi ilegal yang terjadi di balik layar. 

  Selain itu, rumah sakit juga harus memperkuat sistem pengawasan internal untuk 

mendeteksi dan menangani segala bentuk indikasi jual beli organ. Pengawasan ini tidak hanya 

melibatkan tenaga medis yang terlibat dalam proses transplantasi, tetapi juga melibatkan pihak 

manajemen rumah sakit untuk memastikan bahwa semua prosedur dilakukan sesuai dengan 

ketentuan hukum yang berlaku. Rumah sakit dapat berkolaborasi dengan otoritas hukum untuk 

mendapatkan pelatihan terkait identifikasi transaksi ilegal dan praktik penyalahgunaan sistem 

transplantasi organ. 

  Di sisi lain, rumah sakit harus meningkatkan kesadaran tentang etika medis kepada 

semua pihak yang terlibat dalam transplantasi ginjal. Pelatihan etika medis yang baik dapat 

membantu tenaga medis untuk memahami konsekuensi hukum dan etika dari praktik 

transplantasi ginjal, serta mencegah mereka terlibat dalam kegiatan yang merugikan pasien dan 

rumah sakit. Ini juga berkaitan dengan pentingnya penguatan aspek hukum dalam pendidikan 

dan pelatihan tenaga medis. 

Tantangan yang Dihadapi Rumah Sakit dalam Menghindari Risiko Hukum 

  Meskipun Undang-Undang Kesehatan No. 17 Tahun 2023 memberikan dasar hukum 

yang jelas, tantangan yang dihadapi oleh rumah sakit tetap ada. Salah satunya adalah kesulitan 

dalam pengawasan yang efektif terhadap proses transplantasi ginjal. Meski regulasi sudah ada, 

pengawasan yang kurang maksimal menyebabkan rumah sakit rentan terhadap risiko terlibat 

dalam jual beli organ ilegal, baik yang dilakukan oleh pihak rumah sakit sendiri atau pihak 

ketiga yang bekerja sama dengan rumah sakit. Pengawasan yang tidak menyeluruh ini dapat 

membuka celah bagi pihak-pihak yang ingin mengeksploitasi sistem (Wijaya, 2023). 

  Oleh karena itu, rumah sakit harus memiliki komitmen yang tinggi dalam menjaga 

integritas dan melaksanakan prosedur yang sesuai dengan standar hukum dan medis yang 

berlaku. Peningkatan kapasitas rumah sakit dalam hal pengetahuan hukum dan etika medis bagi 

staf medis dan administrasi menjadi sangat penting. Upaya-upaya ini akan membantu rumah 

sakit untuk terhindar dari risiko hukum yang mungkin timbul akibat kesalahan prosedural atau 

keterlibatan dalam praktik ilegal (Sujatmiko, 2023). 

  Perlindungan hukum bagi rumah sakit yang terlibat dalam transplantasi ginjal sangat 

penting, mengingat mereka dapat menjadi pihak yang rentan terhadap tindak pidana jual beli 

organ. Berdasarkan Undang-Undang Kesehatan No. 17 Tahun 2023, rumah sakit memiliki 

kewajiban untuk memastikan bahwa transplantasi organ dilakukan sesuai dengan aturan yang 

berlaku, yakni tanpa ada indikasi transaksi ilegal. Oleh karena itu, rumah sakit harus bekerja 

sama dengan lembaga-lembaga yang memiliki kewenangan untuk memverifikasi asal usul 

organ dan memastikan bahwa donor dilakukan secara sukarela tanpa ada paksaan atau 

keuntungan materi yang melibatkan pihak ketiga. 

  Selain itu, rumah sakit juga dapat melibatkan pihak ketiga, seperti lembaga independen 

atau organisasi yang mengawasi transplantasi organ untuk memastikan bahwa tidak ada 

penyelewengan yang terjadi. Keberadaan lembaga-lembaga independen ini sangat penting 

karena mereka dapat bertindak sebagai pengawas yang dapat memberikan laporan terkait 

pelaksanaan transplantasi yang sesuai dengan standar hukum dan etika. 
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  Dalam menghadapi tantangan tersebut, rumah sakit juga dapat memanfaatkan teknologi 

untuk mendukung transparansi dalam proses transplantasi organ. Misalnya, dengan 

menggunakan sistem pencatatan elektronik yang terhubung dengan sistem nasional untuk 

mendeteksi adanya praktik ilegal. Teknologi ini juga dapat membantu dalam melakukan audit 

internal secara lebih efektif dan efisien. 

Hukuman dan Sanksi Pelanggaran Berdasarkan Undang-Undang Kesehatan No. 17 

Tahun 2023 

  Undang-Undang Kesehatan No. 17 Tahun 2023 mengatur secara tegas mengenai sanksi 

bagi pelanggaran dalam praktik transplantasi organ tubuh. Pasal 125 ayat (3) undang-undang 

ini menegaskan bahwa transplantasi organ dan/atau jaringan tubuh harus dilakukan sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pelanggaran terhadap 

ketentuan ini dapat dikenakan sanksi pidana maupun administratif. Secara khusus, pelaku yang 

terlibat dalam jual beli organ tubuh manusia dapat dipidana dengan hukuman penjara hingga 7 

tahun dan denda maksimal Rp2 miliar.  

  Selain itu, rumah sakit atau fasilitas pelayanan kesehatan yang terbukti terlibat dalam 

praktik ilegal ini dapat dikenakan sanksi administratif, termasuk pencabutan izin operasional. 

Implementasi sanksi ini bertujuan untuk mencegah komersialisasi organ tubuh dan memastikan 

bahwa transplantasi dilakukan berdasarkan prinsip etika dan hukum yang berlaku. 

 

KESIMPULAN 

Berdasarkan pembahasan mengenai peran Undang-Undang Kesehatan No. 17 Tahun 

2023 dalam memberikan perlindungan hukum terhadap rumah sakit yang terlibat dalam 

transplantasi ginjal, dapat disimpulkan bahwa undang-undang ini memainkan peran yang 

sangat penting dalam melindungi rumah sakit dari risiko hukum yang berkaitan dengan praktik 

jual beli organ ilegal. Regulasi yang mengatur prosedur transplantasi ginjal, termasuk 

ketentuan mengenai donor yang sukarela dan penerima yang memenuhi syarat, menjadi 

landasan utama dalam menjaga legalitas proses transplantasi ginjal di Indonesia. Rumah sakit 

yang mematuhi ketentuan undang-undang ini dapat memperoleh perlindungan hukum yang 

signifikan. 

  Selain itu, upaya preventif yang dapat dilakukan oleh rumah sakit untuk meminimalkan 

risiko hukum terkait praktik jual beli organ mencakup penerapan prosedur verifikasi donor 

yang ketat, peningkatan kesadaran masyarakat mengenai bahaya jual beli organ ilegal, serta 

implementasi sistem pelaporan yang transparan. Tantangan dalam pengawasan dan 

implementasi yang efektif menjadi hambatan utama yang masih dihadapi oleh rumah sakit. 

Oleh karena itu, komitmen rumah sakit untuk mengikuti prosedur yang benar, serta 

peningkatan kapasitas hukum dan etika medis bagi staf medis dan administrasi, menjadi sangat 

penting. 

1) Peningkatan Pengawasan dan Penegakan Hukum 

Pengawasan yang lebih ketat dari pihak berwenang terhadap proses transplantasi ginjal 

perlu ditingkatkan, guna memastikan bahwa rumah sakit tidak terlibat dalam praktik jual 

beli organ ilegal. Pemerintah dan lembaga terkait harus meningkatkan kapasitas 

pengawasan serta koordinasi antara rumah sakit dan aparat hukum untuk mencegah praktik 

ilegal ini. 

2) Pendidikan dan Sosialisasi untuk Rumah Sakit dan Masyarakat 

Rumah sakit perlu melakukan pendidikan dan sosialisasi kepada staf medis dan masyarakat 

mengenai pentingnya mematuhi ketentuan hukum yang berlaku dalam transplantasi ginjal. 

Ini juga harus mencakup pelatihan tentang etik medis yang tepat dan prosedur verifikasi 

donor yang sesuai. Sosialisasi kepada masyarakat tentang risiko dan bahaya jual beli organ 

ilegal dapat mencegah terjadinya transaksi yang tidak sah. 

3) Perlunya Perbaikan Sistem Dokumentasi dan Pelaporan 

https://dinastirev.org/JIHHP


https://dinastirev.org/JIHHP,                                                             Vol. 5, No. 6, 2025  

4874 | P a g e 

Rumah sakit harus memperkuat sistem dokumentasi dan pelaporan terkait transplantasi 

ginjal, mulai dari asal-usul organ hingga prosedur medis yang dilaksanakan. Sistem 

pelaporan yang transparan dapat membantu meminimalkan risiko hukum dan 

mempermudah pengawasan yang lebih efektif dari pihak berwenang. 

4) Peningkatan Kapasitas Staf Rumah Sakit 

Peningkatan kapasitas staf rumah sakit dalam hal pengetahuan hukum dan etika medis 

sangat diperlukan untuk menghindari risiko hukum yang tidak diinginkan. Rumah sakit 

perlu menyelenggarakan pelatihan rutin mengenai etika transplantasi organ serta hukum 

yang berlaku, agar staf medis dapat menjalankan prosedur dengan lebih hati-hati dan 

bertanggung jawab. 

  Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan rumah sakit dapat lebih efektif dalam 

meminimalkan risiko hukum yang berhubungan dengan transplantasi ginjal, serta memastikan 

bahwa praktik transplantasi ginjal di Indonesia berlangsung sesuai dengan aturan yang berlaku 

dan mengutamakan kepentingan pasien. 
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